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LIPUTAN KHUSUS : 

Nilai Impor Nonmigas Jateng Naik 21,05 Persen, 
Ini Komoditas Utama Penyumbangnya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng mencatat 

nilai impor nonmigas provinsi November 2023 
mencapai USD 764,86 juta. 

Nilai impor nonmigas tersebut mengalami 
kenaikan 21,05 persen, atau naik sebesar USD 
133,02 juta bila dibandingkan Oktober 2023. 

Komoditas utama yang mengalami 
peningkatan terbesar adalah golongan serealia naik 
USD 29,13 juta (81,33 persen). 

Selanjutnya disusul mesin dan peralatan 
mekanis serta bagiannya naik sebesar USD 22,81 
juta (34,27 persen).  

Kepala BPS Jateng Dadang 
Hardiwan mengatakan, gula dan kembang gula juga 
mengalami kenaikan sebesar USD 20,22 juta (92,22 
persen), kain rajutan naik sebesar USD 5,24 juta 
(16,14 persen) serta kapas naik sebesar USD 1,28 
juta (3,73 persen). 

"Satu-satunya komoditas yang mengalami 
penurunan adalah plastik dan barang dari plastik 
turun sebesar USD 5,81 juta (9,64 persen)," ujar 
Dadang, belum lama ini. 

Neraca perdagangan nonmigas kondisi pada 
November 2023 untuk Jawa Tengah mengalami 
surplus sebesar USD 110,82 juta. 

Surplus nonmigas ini didominasi dari 
produk pakaian dan aksesorisnya bukan rajutan 
dan rajutan serta alas kaki," imbuh Dadang. 

Tiongkok mendominasi impor nonmigas 
Jateng pada periode tersebut sebesar USD 384,66 
juta. 

Kontribusinya mencapai 50,29 persen 
terhadap total impor nonmigas. 

Impor terbesar kedua berasal dari Amerika 
Serikat sebesar USD 45,01 juta, yang kontribusinya 
mencapai 5,89 persen. 

https://www.suaramerdeka.com/tag/bps
https://www.suaramerdeka.com/tag/jateng
https://www.suaramerdeka.com/tag/impor
https://www.suaramerdeka.com/tag/nonmigas
https://www.suaramerdeka.com/tag/dadang-hardiwan
https://www.suaramerdeka.com/tag/dadang-hardiwan
https://www.suaramerdeka.com/tag/dadang-hardiwan
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"Selanjutnya penyumbang terbesar ketiga 
adalah Hongkong sebesar USD 35,67 juta," kata 
Dadang. 

Sementara itu, negara-negara di kawasan 
Asia Tenggara juga menyumbang impor nonmigas 
sebesar 13,64 persen atau senilai USD 104,34 juta 
pada November 2023. 

Sedangkan impor nonmigas dari negara-
negara di kawasan Ini Eropa, memiliki kontribusi 
lebih kecil hanya 3,80 persen atau senilai USD 
29,09 juta. 

 

Didorong Lewat 

Pelatihan & Pameran, 

Capaian Ekspor Jateng 

2023 Lampaui Target 
 
Capaian nilaiekspor atau penjualan 

berbagai komoditas ke luar negeri dari Provinsi 
Jawa Tengah (Jateng) selama tahun 2023 telah 
melampaui target yang telah ditetapkan 
sebelumnya pada rencana pembangunan jangka 
menengah daerah setempat. 

“Kami ditarget sesuai RPJMD 7.430 juta 
dolar Amerika Serikat, sedangkan capaiannya 
hingga Oktober 2023 sebesar 8.137,98 juta dolar 
AS,” kata Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 
Jateng Haryanta, di Semarang, Kamis 
(28/12/2023). 

Ia menjelaskan capaian 109,53 persen itu 
dihitung berdasarkan trafik ekspor bulan Januari-
Oktober 2023. Dia optimistis pada akhir 2023, 

capaian perdagangan mancanegara melebihi 
persentase tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menurut dia, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi capaian ekspor Jateng, di antaranya 
pelatihan ekspor, pelatihan prosedur ekspor, 
pelatihan ekspor lewat daring hingga pameran di 
dalam dan luar negeri. 

Dengan berbagai program tersebut, kata dia 
lagi, tercipta lebih banyak pengusaha baru yang 
merambah pasar luar negeri dan para pengusaha 
lama, juga mampu ekspansi ke pasar baru. 

Haryanta menambahkan, tidak hanya 
mengekspor barang ke Tiongkok, Amerika dan 
Australia, Jateng pun merambah pasar 
nontradisional seperti di Afrika, Timur Tengah, Asia 
Selatan, hingga Amerika Tengah. 

“Pasar baru selalu terbuka. Selain kita 
pertahankan pasar tradisional, kita juga 
kembangkan ke pasar baru, semisal ke Afrika, 
Bangladesh, kemudian ke Meksiko, itu kan pasar 
potensial,” ujarnya. 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.solopos.com/tag/ekspor-indonesia
https://www.solopos.com/tag/komoditas-pangan
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Tarif Cukai Minuman Beralkohol Resmi Naik 1 
Januari 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pemerintah resmi menaikkan tarif cukai 
minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA). 
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) No. 160/2023 tentang Tarif Cukai 
Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil 
Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil 
Alkohol. 

Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah 
memandang PMK No. 158/2018 tentang tarif Tarif 
Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil 
Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil 
Alkohol, perlu diganti. Pada lampiran beleid 
tersebut, disebutkan bahwa tarif cukai MMEA 
golongan A dengan etil alkohol (EA) sampai dengan 
5%, disesuaikan menjadi Rp16.500 per liter, baik 
untuk MMEA yang diproduksi di dalam maupun 
luar negeri atau impor.  

MMEA golongan B yang mengandung etil 
alkohol lebih dari 5% hingga 20% tarifnya 
disesuaikan menjadi Rp42.500 per liter untuk yang 
diproduksi di dalam negeri dan Rp53.000 per liter 

untuk yang impor. Selanjutnya, MMEA golongan C 
dengan kadar etil alkohol 20-55% dikenakan tarif 
Rp101.000 per liter untuk yang diproduksi di 
dalam negeri dan Rp152.000 per liter untuk yang 
impor.  

PMK ini juga menetapkan tarif untuk 
konsentrat yang mengandung etil alkohol (KMEA), 
yaitu yang berbentuk cairan sebesar Rp228.000 per 
liter untuk yang diproduksi di dalam negeri 
maupun yang impor.  

Pengusaha Mulai Lirik Pasar Ekspor 
Industri Rokok Terancam Kena PHK Massal Imbas 
Cukai Naik Sementara itu, konsentrat yang 
mengandung etil alkohol berbentuk padatan 
dikenakan tarif sebesar Rp1.000 per gram untuk 
yang diproduksi di dalam negeri dan yang impor.  

“Ketentuan mengenai tarif cukai EA, MMEA, 
dan KMEA sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Menteri ini, mulai berlaku 
pada tanggal 1 Januari 2024,” bunyi Pasal 9 PMK 
No. 160/2023, dikutip Rabu (3/1/2024). 
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BPS Ungkap Barang Paling Diimpor RI Sepanjang 
2023, Apa Itu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor 

Indonesia selama 2023 alami penurunan sebesar 
6,55% menjadi US$ 221,89 miliar. Pada 2022, 
impor Indonesia mencapai US$237,45 miliar. 

"Sepanjang tahun 2023 total impor US$ 
221,89 miliar atau turun 6,55% dibandingkan 
tahun 2022," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi 
dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini 
dalam konferensi pers, Senin (15/1/2024). 

Dari total impor tersebut, BPS mencatat 
impor sepanjang 2023 adalah impor tertinggi 
terjadi pada bahan baku penolong. Jika dirinci, 
mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya 
mencapai US$ 32,16 miliar atau tumbuh 1,85% 
sepanjang 2023. Total share impor ini mencapai 
14,49%. 

Posisi ini diikuti oleh mesin atau 
perlengkapan elektrik dan bagiannya US$ 25,78 
miliar. Namun, pertumbuhannya minus 2,33%. 
Selanjutnya, impor besi dan baja sebesar US$ 11,38 
miliar dan kendaraan dan bagiannya US$ 10,20 
miliar. Kemudian, impor plastik dan barang dari 
plastik mencapai US$ 9,40 miliar. 

Lebih lanjut, jika dilihat secara nilai, serelia 
menjadi barang impor yang nilainya meningkat 
tajam. Impor RI untuk serelia meningkat 33,61% 
menjadi US$ 5,95 miliar sepanjang 2023. 

Kemudian, disusul oleh kendaraan udara 
dan bagiannya US$1,03 miliar, naik 240,72% dan 
piranti lunak, barang digital dan barang kiriman 
mencapai US$ 550 juta, melesai 374,92%. 
Komoditas lainnya yang nilai impornya melesat, 
yaitu kapal, perahu dan struktur terapung US$ 1,19 
miliar atau naik 50,27% dan bijih logam, terak dan 
abu mencapai US$ 1,73 miliar atau 20,71%. 

 

HP & Laptop China Banjiri 
Pasar RI Selama 2023 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 
sejumlah komoditas yang paling banyak diimpor 
Indonesia dari China selama 2023. Dua barang 
utama yang paling banyak diimpor oleh RI dari 
China adalah barang elektronik yaitu smartphone 
dan laptop. 

"Komoditas yang paling banyak diimpor 
adalah smartphone," kata Deputi Bidang Statistik 
Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam 
konferensi pers, Jakarta, Senin (15/1/2024). 

Pudji mengatakan nilai ekspor smartphone 
China ke Indonesia mencapai US$ 1,95 miliar. 
Angka tersebut mencakup 3,14% dari seluruh 
impor Indonesia dari China selama 2023. 

BPS juga mencatat barang kedua yang 
paling banyak diimpor Indonesia dari Tiongkok 
adalah laptop. Nilai impor komputer jinjing ini 
mencapai 1,64% dari total nilai impor China ke 
Indonesia. 

Barang lainnya yang mendominasi impor 
dari negeri tirai bambu tersebut adalah mechanical 
shovels dengan kontribusi 1,36% dari total impor; 
dan bawang putih dan lainnya 1,04%. 

BPS juga mencatat selama 2023 China 
masih menjadi negara yang paling banyak 
mengimpor barang ke Indonesia. Nilai impor 
Indonesia dari China mencapai US$ 62,18; dan total 
share impor mencapai 28,02%. 

 
 



Buletin GINSI Jateng 5 

 

Edisi Januari 2024 
 
 

Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk untuk Impor 

Barang Keperluan Penelitian 

 

Salah satu misi pembangunan nasional 
Indonesia ialah mewujudkan bangsa yang berdaya 
saing, yang ditopang oleh penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (iptek) dan inovasi oleh 
sumber daya manusia (SDM) negara ini. 

Untuk mendukung hal itu, pemerintah 
dengan perannya sebagai regulator dan fasilitator, 
memberikan fasilitas untuk importasi barang-
barang penelitian dan pengembangan. 

"Pengembangan iptek dan inovasi tak hanya 
menjadi tanggung jawab perguruan tinggi dan 
lembaga iptek sebagai penghasil inovasi atau 
industri/dunia usaha sebagai pengguna dan 
pendorong, tetapi juga pemerintah. Untuk itu, 
pemerintah melalui Bea Cukai memberikan fasilitas 
fiskal berupa pembebasan bea masuk dan cukai 
untuk importasi barang-barang penelitian dan 
pengembangan," kata Kepala Subdirektorat Humas 
dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar 
dalam keterangan tertulis yang diterima pada 
Selasa (16/1/2024) 

Pembebasan bea masuk dan cukai atas 
impor barang untuk keperluan penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
200/PMK.04/2019. 

"Pemberian fasilitas ini dilaksanakan 
dengan pertimbangan yaitu mengingat pelaksanaan 
penelitian kerap memerlukan barang-barang yang 
berasal dari luar negeri. Namun perlu diketahui, 
bahwa impor barang untuk keperluan penelitian 
dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 
mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai 
hanya dapat dilakukan oleh perguruan tinggi, 
kementerian/lembaga, dan badan usaha," 
lanjutnya. 

Encep menjelaskan bahwa untuk 
mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai 
atas impor barang untuk keperluan penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan, perguruan tinggi 
harus mengajukan permohonan kepada Menteri 

Keuangan melalui kepala Kantor Pelayanan Utama 
(KPU) Bea Cukai atau Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) tempat pemasukan 
barang. Permohonan tersebut ditandatangani oleh 
pejabat paling rendah setingkat dekan. 

Permohonan tersebut juga paling sedikit 
dilampiri surat rekomendasi dan dokumen 
perolehan barang. Surat rekomendasi untuk dapat 
diberikan pembebasan bea masuk dan cukai 
disampaikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau 
pejabat paling rendah setingkat eselon II yang 
ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi. 

Sementara itu, dokumen perolehan barang 
untuk keperluan penelitian dan pengembangan 
ilmu pengetahuan dapat berupa gift certificate dan 
surat perjanjian kerja sama atau fotokopi dokumen 
pembelian. 

"Surat permohonan serta hasil pindaian 
dari dokumen asli lampiran permohonan 
disampaikan secara elektronik melalui Portal 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Sistem L 
National Single Window," lanjutnya. 

Jika surat permohonan telah disetujui, 
Kepala KPU Bea Cukai atau KPPBC atas nama 
Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan 
mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas 
impor barang untuk keperluan penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan. Jangka waktu 
pengimporan atas impor barang yang diberikan 
pembebasan bea masuk dan cukai tersebut, paling 
lama satu tahun terhitung sejak tanggal 
ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan. 

“Semoga dengan fasilitas ini, para pihak 
yang ingin mengimpor barang untuk keperluan 
penelitian dan pengembangan dapat memperoleh 
kemudahan khususnya dari segi kepabeanan. 
Seluruh fasilitas dan kemudahan yang Bea Cukai 
berikan ini diharapkan dapat membantu 
mewujudkan bangsa yang berdaya saing,”  pungkas 
Encep. 
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Mulai Januari 2024, regulasi vape baru 
Australia semakin ketat. Ini perubahannya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tahun ini pemerintah Australia 
memperkenalkan serangkaian tindakan untuk 
membatasi ketersediaan vape, mulai 1 Januari 
2024. 

Reformasi baru ini mengatasi celah dalam 
undang-undang saat ini yang memungkinkan akses 
mudah ke produk vaping yang sangat adiktif, 
beraroma, murah, dan berbahaya yang dipasarkan 
untuk anak-anak. 

Produk vape akan tetap tersedia melalui 
resep bagi siapa saja yang menggunakannya untuk 
berhenti merokok. Namun Administrasi Barang 
Terapi akan mengatur dengan ketat vape khusus 
resep. 

Lalu apa saja peraturan barunya? Dan 
mengapa mereka dibutuhkan? 

Apa yang salah dengan peraturan 
sebelumnya? 

Sebelum perubahan peraturan 2024, 
produk vape yang diimpor dan dijual di Australia 
diharuskan bebas nikotin, kecuali dapat diakses 
melalui apotek dengan resep dari ahli kesehatan 
yang berkualifikasi. 

Pengguna individu juga diperbolehkan 
mengimpor vape nikotin dari luar negeri 
melalui Skema Impor Pribadi (Personal 
Importation Scheme), asalkan mereka memiliki 
resep yang sah. 

Industri vape-–termasuk produsen, 
importir, dan pengecer-–mengeksploitasi celah ini 
dan secara terbuka menjual produk yang 
mengandung nikotin kepada generasi muda dengan 
memberikan klaim palsu bahwa produk tersebut 
“bebas nikotin”. 

Namun, satu-satunya cara untuk 
membedakan antara vape nikotin dan vape bebas 

https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-mark-butler-mp/media/next-steps-on-vaping-reforms?language=en
https://theconversation.com/tiktok-promotes-vaping-as-a-fun-safe-and-socially-accepted-pastime-and-omits-the-harms-203423
https://theconversation.com/tiktok-promotes-vaping-as-a-fun-safe-and-socially-accepted-pastime-and-omits-the-harms-203423
https://theconversation.com/tiktok-promotes-vaping-as-a-fun-safe-and-socially-accepted-pastime-and-omits-the-harms-203423
https://www.tga.gov.au/news/media-releases/new-regulations-place-stronger-controls-importation-manufacture-and-supply-vapes
https://www.tga.gov.au/products/personal-importation-scheme
https://www.tga.gov.au/products/personal-importation-scheme
https://www.tga.gov.au/products/personal-importation-scheme
https://www.health.nsw.gov.au/tobacco/Publications/e-cigarette-lysis-project-summary-report.pdf
https://www.health.nsw.gov.au/tobacco/Publications/e-cigarette-lysis-project-summary-report.pdf
https://www.health.nsw.gov.au/tobacco/Publications/e-cigarette-lysis-project-summary-report.pdf
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nikotin adalah dengan mengujinya di laboratorium. 
Pengujian memakan waktu dan mahal, mengingat 
tingginya volume produk impor. 

Jadi, penegakan standar bebas 
nikotin/nikotin pada dasarnya terbukti hampir 
mustahil untuk melawan sebuah industri yang 
bertekad membuat generasi pengguna baru 
menjadi ketagihan. 

Jadi, apa yang berubah? 
Undang-undang baru ini membantu 

membereskan kebingungan dan membuat 
peraturan menjadi lebih jelas dan lebih mudah 
untuk ditegakkan. 

Mereka juga mengatasi akses siap pakai 
terhadap vape, yang merupakan satu-
satunya tantangan terbesar untuk mencegah 
generasi muda mengisap vaping. 

 
Perubahan peraturan akan diterapkan 

dalam tiga tahap: 
1. Larangan impor 

Fase pertama, yang diterapkan mulai 1 
Januari, mencakup larangan impor semua vape 
sekali pakai. Ini adalah produk yang paling populer 
di kalangan anak muda dan masuk dalam berbagai 
rasa, termasuk buah, kembang gula, koktail, dan 
tembakau. 

Vape sekali pakai tidak dapat diisi ulang, 
tapi tersedia luas dalam berbagai ukuran, mulai 
dari kapasitas beberapa ratus isapan, hingga lebih 
dari 10 ribu isapan. 

Vape sekali pakai telah membanjiri 
Australia dan memicu lonjakan penggunaan vape di 
kalangan remaja dan dewasa muda. 

Impor semua produk vape lainnya, 
termasuk produk isi ulang, akan dilarang mulai 1 
Maret 2024, kecuali importir memiliki lisensi dan 
izin dari Kantor Pengawasan Obat untuk 
melakukan hal yang sah secara hukum untuk impor 
vape. Vape yang diimpor secara legal ini hanya akan 
dijual di apotek kepada pengguna dengan resep 
dokter. 

Tunjangan Skema Impor Pribadi (Personal 
Importation Scheme) untuk vape juga akan 
berakhir pada 1 Maret 2024, artinya seluruh 
pengguna vape harus mengakses produk vaping 
dari apotek di Australia. 

Tahap awal ini, meskipun secara efektif 
menghentikan masuknya vape ilegal ke Australia, 
tidak mengatasi tingginya volume produk yang 
sudah ada di Australia. Pengecer akan dapat terus 
menjual stok vape “bebas nikotin” yang mereka 
miliki. Namun seperti yang kita ketahui, produk-
produk ini seringkali mengandung nikotin. 
2. Larangan produksi dan penjualan dalam 

negeri 
Fase reformasi berikutnya, yang 

diperkirakan mulai berlaku pada akhir 2024, akan 
menghapuskan penjualan eceran semua jenis 
produk vaping, terlepas dari kandungan nikotinnya. 

Fase kedua ini akan mencakup larangan 
terhadap produksi, pasokan, periklanan, dan 
kepemilikan komersial vape yang berada di luar 
kerangka resep. 

Perubahan ini memerlukan amandemen 
terhadap Therapeutic Goods Act 1989, dan 
kemungkinan besar akan diberlakukan pada tahun 
musim gugur 2024 menjadi pertimbangan 
parlemen federal, tapi tanggal pastinya belum 
ditentukan. 
3. Akses resep 

Akses resep terhadap vape untuk tujuan 
terapeutik juga diubah untuk memungkinkan akses 
terhadap produk yang memenuhi standar kualitas. 

Mulai Januari, semua praktisi medis dan 
perawat kini dapat meresepkan vape terapeutik 
untuk berhenti merokok atau untuk mengatasi 
ketergantungan nikotin. 

Perubahan lebih lanjut yang memperkuat 
standar vape terapeutik diharapkan dapat 
dilakukan pada 1 Maret 2024. Misalnya, vape yang 
diresepkan akan memiliki batasan jumlah nikotin, 
jenis rasa yang diizinkan, dan dikemas dalam 
kemasan bergaya medis standar. 

 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/australia-news/2023/nov/29/nsw-vape-sales-retailers-increase-gov-ban-2023
https://www.theguardian.com/australia-news/2023/nov/29/nsw-vape-sales-retailers-increase-gov-ban-2023
https://www.theguardian.com/australia-news/2023/nov/29/nsw-vape-sales-retailers-increase-gov-ban-2023
https://theconversation.com/we-asked-over-700-teens-where-they-bought-their-vapes-heres-what-they-said-190669
https://www.cancercouncil.com.au/wp-content/uploads/2023/10/Gen-Vape-W4-Infographic-National.pdf
https://www.cancercouncil.com.au/wp-content/uploads/2023/10/Gen-Vape-W4-Infographic-National.pdf
https://www.cancercouncil.com.au/wp-content/uploads/2023/10/Gen-Vape-W4-Infographic-National.pdf
https://www.health.nsw.gov.au/tobacco/Pages/vaping-types.aspx
https://www.odc.gov.au/
https://www.tga.gov.au/news/media-releases/infringement-notices-totalling-588840-issued-three-sydney-based-tsg-%20toko-dan-jaradat-dan-sabbagh-group-pty-ltd
http://www6.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdb/au/legis/cth/consol_act/tga1989191/
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Impor Desember 2023 Turun 2,45%, Komoditas 
Pendorong Penurunan Minyak Mentah dan Gas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai 
impor pada Desember 2023 mencapai USD 19,11 
miliar atau turun 2,45 persen secara bulanan, jika 
dibandingkan November 2023 sebesar USD 19,59 
miliar. 

Deputi Bidang Statistik Ditribusi dan Jasa 
BPS, Pudji Ismartini merinci, 
untuk impor nonmigas tercatat USD 15,74 miliar 
atau turun sebesar 2,26 persen, jika dibandingkan 
bulan sebelumnya USD 16,10 miliar. 

Untuk penurunan impor nonmigas secara 
bulanan, dikarenakan peran komoditas mesin dan 
perlengkapan elektrik dan bagiannya atau HS85 
yang turun 11,42 persen. Kemudian mesin dan 
peralatan mekanis dan bagiannya atau HS84 yang 
turun 6,17 persen, serta kendaraan dan bagiannya 
atau HS87 yang turun 19,08 persen. 

Sementara, impor migas pada Desember 
2023 senilai USD 3,37 miliar atau turun 3,33 persen 
dibandingkan November 2023 USD 3,49 miliar. 

"Untuk migas terjadi peningkatan nilai 
impor hasil minyak sebesar 2,44 persen, sedangkan 
nilai impor minyak mentah dan gas mengalami 
penurunan masing-masing sebesar 15,25 persen 

dan 11,55 persen," kata kata Pudji Ismartini, dalam 
konferensi pers pengumuman Ekspor-impor 
Desember 2023, Senin (15/1/2024). 

Secara tahunan nilai impor Desember 2023 
turun 3,81 persen. Nilai impor migas naik 5,35 
persen, sedangkan nilai impor nonmigas kembali 
turun sebesar 5,57 persen. 

"Ini melanjutkan tren penurunan secara 
tahunan yang terjadi selama enam bulan berturut-
turut," pungkasnya. 

Ekspor Desember 2023 Naik 1,89%, 
Tembus USD 22,41 Miliar 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 
ekspor Indonesia pada Desember 2023 mencapai 
USD 22,41 miliar. Capaian tersebut naik sebesar 
1,89 persen dibanding bulan sebelumnya. 

"Pada Desember 2023 
nilai ekspor mencapai USD 22,41 miliar atau naik 
1,89 persen dibandingkan dengan November 
2023," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan 
Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers 
pengumuman Ekspor-impor Desember 2023, Senin 
(15/1/2024). 

https://www.liputan6.com/tag/impor
https://www.liputan6.com/tag/impor-nonmigas
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Pudji Ismartini, merinci, untuk ekspor 
nonmigas tercatat USD 20,93 miliar atau naik 
sebesar 1,06 persen, jika dibandingkan bulan 
sebelumnya USD 20,72 miliar. 

 
Sementara, impor migas pada Desember 

2023 senilai USD 3,37 miliar atau turun 3,33 persen 
dibandingkan November 2023 USD 3,49 miliar. 

"Untuk migas terjadi peningkatan nilai 
impor hasil minyak sebesar 2,44 persen, sedangkan 
nilai impor minyak mentah dan gas mengalami 
penurunan masing-masing sebesar 15,25 persen 
dan 11,55 persen," kata kata Pudji Ismartini, dalam 
konferensi pers pengumuman Ekspor-impor 
Desember 2023, Senin (15/1/2024). 

Secara tahunan nilai impor Desember 2023 
turun 3,81 persen. Nilai impor migas naik 5,35 
persen, sedangkan nilai impor nonmigas kembali 
turun sebesar 5,57 persen. 

"Ini melanjutkan tren penurunan secara 
tahunan yang terjadi selama enam bulan berturut-
turut," pungkasnya. 

Aktivitas bongkar muat kontainer di 
dermaga ekspor impor Pelabuhan Tanjung Priok, 
Jakarta, Rabu (5/8/2020). Menurut BPS, pandemi 
COVID-19 mengkibatkan impor barang dan jasa 
kontraksi -16,96 persen merosot dari kuartal 
II/2019 yang terkontraksi -6,84 persen yoy. 
(merdeka.com/Iqbal S. Nugroho) 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 
ekspor Indonesia pada Desember 2023 mencapai 
USD 22,41 miliar. Capaian tersebut naik sebesar 
1,89 persen dibanding bulan sebelumnya. 

"Pada Desember 2023 
nilai ekspor mencapai USD 22,41 miliar atau naik 
1,89 persen dibandingkan dengan November 
2023," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan 
Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers 
pengumuman Ekspor-impor Desember 2023, Senin 
(15/1/2024). 

Pudji Ismartini, merinci, untuk ekspor 
nonmigas tercatat USD 20,93 miliar atau naik 
sebesar 1,06 persen, jika dibandingkan bulan 
sebelumnya USD 20,72 miliar. 

Sementara untuk ekspor migas mencapai 
USD 1,48 miliar atau naik sebesar 15,28 persen 
dibandingkan bulan sebelumnya sebesar USD 1,28 
miliar. 

"Kenaikan ekspor migas sebesar 15,28 
persen didorong oleh peningkatan nilai ekspor 
hasil minyak yang naik 78,67 persen dibandingkan 
bulan sebelumnya," ujarnya. 

Adapun kenaikan nilai ekspor Desember 
2023 ini didorong oleh peningkatan ekspor 
nonmigas, terutama pada golongan barang bahan 
bakar mieral yang naik sebesar 10,07 persen; dan 
bijih logam, perak dan abu naik 37,37 persen. 

Lebih lanjut, ekspor nonmigas Desember 
2023 terbesar adalah ke Tiongkok sebear USD 5,77 
miliar, disuusl Amerika Serikat USD 2,07 miliar, dan 
India USD 1,83 miliar. 

Secara kumulatif, nilai ekspor 
Indonesia Januari-Desember 2023 mencapai USD 
258,82 miliar atau turun 11,33 persen dibanding 
periode yang sama tahun 2022.  

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) 
akan mengumumkan Perkembangan Ekspor dan 
Impor, hingga neraca perdagangan 
Indonesia periode Desember 2023, hari ini Senin 
(15/1/2024). 

Kepala Ekonom Bank Permata Josua 
Pardede memproyeksikan surplus neraca 
perdagangan akan berlanjut di bulan Desember 
2023, meskipun dengan nilai yang menurun. 

"Neraca perdagangan diperkirakan surplus 
USD 2,00 miliar, turun dari surplus USD2,41 miliar 
pada bulan November 2023. Dengan 
demikian,neraca perdagangan sepanjang tahun 
2023 diperkirakan berkisar USD35,63 miliar, lebih 
rendah dari surplus perdagangan tahun 2022 
sebesar USD54,46 miliar," kata Josua Pardede  

Disisi lain, menurutnya meskipun harga 
komoditas relatif stabil di bulan Desember 2023, 
terutama komoditas ekspor utama seperti batu 
bara dan CPO, PMI manufaktur mitra dagang utama 
Indonesia menunjukkan penurunan, 
mengindikasikan perlambatan permintaan global. 

Josua juga memperkirakan ekspor bulan 
Desember 2023 mengalami kontraksi -7,61 persen 
yoy, dibandingkan dengan -8,56 persen yoy pada 
bulan sebelumnya. Oleh karena itu, kinerja ekspor 
untuk sepanjang tahun 2023 diperkirakan -11,48 
persen yoy, dibandingakan laju pertumbuhan 
ekspor tahun 2022 yang tercatat 26,05 persen yoy. 
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Bisnis Jastip Mulai Bikin Resah, Bos Ritel Minta 
Diatur Ketat 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia 
(Aprindo) mendesak pemerintah untuk segera 
membuat dan/atau mengatur regulasi terkait 
bisnis jasa titip (jastip) dari luar negeri. Ketua 
Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menilai 
fenomena bisnis jastip ini termasuk bisnis yang 
ilegal, lantaran tidak masuk dalam jalur resmi 
dan tidak dikenakan biaya pajak 

."Jastip kita kritisi keras, karena jastip itu 
adalah usaha ilegal. Jastip itu masuknya ke 
Indonesia tidak dalam jalur resmi, tidak 
memenuhi pajak," kata Roy dalam konferensi 
pers Aprindo di Jakarta, Kamis (18/1/2024). 

"Masuknya jastip itu kan black market, 
baju mahal, tas mahal, elektronik mahal 
dimasukkan ke dalam tasnya (atau) kargonya, 
seolah-olah barang milik sendiri. Padahal 
begitu keluar bandara sudah ada yang ambil 
dan lewatlah pajaknya, lewatlah mekanisme 
legalnya, gak terpenuhi," lanjutnya. 

Sebagaimana diketahui, bisnis jastip 
seakan menjadi peluang bisnis menjanjikan 
yang tengah marak di masyarakat belakangan 
ini, lantaran bisa masuk ke Indonesia bebas 
dari pajak, dan biaya atau harga yang 
dikeluarkan konsumen pun menjadi lebih 
murah. 

Karena harga yang ditawarkan bisa 
lebih murah jika membeli di bisnis jastip, kini 
masyarakat lebih banyak memilih untuk 
membeli produk dari luar negeri dengan jastip 
daripada membeli di toko yang sebenarnya ada 
dijual di Tanah Air. 

Hal ini jugalah yang membuat 
pendapatan ritel secara tidak langsung 
terimbas meskipun tidak begitu signifikan. 
Namun untuk pajaknya sendiri menurut Roy, 
negara bisa kekurangan pendapatan. Untuk itu, 
Roy berharap pemerintah bisa membuat 
regulasinya dengan tepat. 

"Kita tidak mempermasalahkan yang 
melakukan jastip, yang kita permasalahkan 
adalah belum sampainya regulasi yang 
mengawasi dan juga menindak tegas supaya 
ini tidak merugikan negara, bukan merugikan 
ritel," jelas Roy. 

"Ke negara kan tidak masuk pajaknya, 
kerugian ritel itu dampak daripada barang yang 
dibawa masuk, padahal kita sebenarnya ada 
jualan di gerai-gerai kita, dampaknya tidak 
terlalu signifikan lah ke ritel, tapi bagi negara 
kan itu tidak bayar pajak, jadi justru itu 
mengambil keuntungan pribadi yang gak jauh 
beda dengan impor ilegal," pungkasnya. 
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Sejarah! Jateng Ekspor 20 Ton Udang Beku ke 
Australia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sebanyak 20 ton udang beku asal Jawa 

Tengah (Jateng) diekspor ke Melbroune, Australia. 
Ini menjadi sejarah bagi sektor perikanan Jateng 
karena untuk kali pertama mampu 
melakukan ekspor udang beku ke Australia. 

Pelepasan ekspor udang beku ke Australia 
dilakukan secara langsung Penjabat (Pj) Gubernur 
Jateng, Nana Sudjana, di Gudang PT Sumber 
Samudera Indonesia, Kamis (25/1/2024). 

“Ini merupakan ekspor udang beku pertama 
Jateng ke Australia. Ini hal baik bagi iklim ekspor-
impor kita [Jateng],” ujar Nana seusai pelepasan 
ekspor udang beku. 
Nana mengatakan kekayaan sumber daya laut Jawa 
Tengah cukup melimpah dan beragam. Sumber 
daya itu positif bagi kebutuhan sumber pangan dan 
gizi masyarakat. Bahkan, komoditas bidang 
perikanan dan kelautan ini masih berlebih hingga 
dapat diekspor ke pasar luar negeri. 

Nana menambahkan kinerja ekspor hasil 
perikanan dan kelautan Jateng sangat baik. 

Sepanjang tahun 2023, volume ekspor hasil 
perikanan kelautan Jateng mencapai sekitar 78.000 
ton, dengan nilai mencapai Rp4,32 triliun. Jumlah 
itu mengalami peningkataan sekitar 23,57 persen 
dibandingkan tahun 2022. 

“Harapan kami ke depan ekspor dari Jawa 
Tengah ini akan meningkat pada tahun 2024,” jelas 
Nana. 

Pada 2023, ada 10 negara tujuan utama 
ekspor hasil perikanan kelautan Jawa Tengah. Ke-
10 negara pengekspor itu yakni Tiongkok, 
Singapura, Jepang, Malaysia, USA, Korea Selatan, 
Taiwan, Vietnam, Hongkong, dan Thailand. 

Komoditas utama yang diekspor adalah 
daging rajungan, cumi-cumi, udang, layur, surimi, 
tenggiri, gulama, kakap, dan bawal. “Kami 
berterima kasih kepada PT Sumber Samudera 
Indonesia dan perusahaan lain yang sudah 
melakukan kinerja ekspor ini dengan baik,” kata 
Nana. 

https://www.solopos.com/tag/ekspor-Jateng
https://www.solopos.com/tag/perikanan-jateng
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Nana berharap PT Sumber Samudera 
Indonesia tidak hanya meningkatkan 
perekonomian melalui kegiatan ekspor hasil 
perikanan kelautan. Tetapi juga dapat memberikan 
manfaat bagi masyarakat di Jawa Tengah, 
khususnya di sekitar lingkungan perusahaan 
seperti merekrut tenaga kerja. 

“Manfaatkan juga CSR yang ada untuk 
membantu masyarakat di lingkungan perusahaan. 
Bisa bantuan berupa pembangunan jalan atau 
kemudian fasilitas umum. Kami juga mengharapkan 
masalah pengolahan limbah diperhatikan. Kami 
lihat tadi masalah pengolahan limbah sudah tertata 
dengan baik,” ujar Pj Gubernur Jateng. 

 

Ekspor Desember 2023 Naik 

1,89%, Tembus USD 22,41 

Miliar 

 

 

 

 

 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 
ekspor Indonesia pada Desember 2023 mencapai 
USD 22,41 miliar. Capaian tersebut naik sebesar 
1,89 persen dibanding bulan sebelumnya. 

"Pada Desember 2023 
nilai ekspor mencapai USD 22,41 miliar atau naik 
1,89 persen dibandingkan dengan November 
2023," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan 
Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers 
pengumuman Ekspor-impor Desember 2023, Senin 
(15/1/2024). 

Pudji Ismartini, merinci, untuk ekspor 
nonmigas tercatat USD 20,93 miliar atau naik 
sebesar 1,06 persen, jika dibandingkan bulan 
sebelumnya USD 20,72 miliar. 

Sementara, impor migas pada Desember 
2023 senilai USD 3,37 miliar atau turun 3,33 persen 
dibandingkan November 2023 USD 3,49 miliar. 

"Untuk migas terjadi peningkatan nilai 
impor hasil minyak sebesar 2,44 persen, sedangkan 
nilai impor minyak mentah dan gas mengalami 
penurunan masing-masing sebesar 15,25 persen 
dan 11,55 persen," kata kata Pudji Ismartini, dalam 
konferensi pers pengumuman Ekspor-impor 
Desember 2023, Senin (15/1/2024). 

Secara tahunan nilai impor Desember 2023 
turun 3,81 persen. Nilai impor migas naik 5,35 
persen, sedangkan nilai impor nonmigas kembali 
turun sebesar 5,57 persen. 

"Ini melanjutkan tren penurunan secara 
tahunan yang terjadi selama enam bulan berturut-
turut," pungkasnya. 

Aktivitas bongkar muat kontainer di 
dermaga ekspor impor Pelabuhan Tanjung Priok, 
Jakarta, Rabu (5/8/2020). Menurut BPS, pandemi 
COVID-19 mengkibatkan impor barang dan jasa 
kontraksi -16,96 persen merosot dari kuartal 
II/2019 yang terkontraksi -6,84 persen yoy. 
(merdeka.com/Iqbal S. Nugroho) 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 
ekspor Indonesia pada Desember 2023 mencapai 
USD 22,41 miliar. Capaian tersebut naik sebesar 
1,89 persen dibanding bulan sebelumnya. 

"Pada Desember 2023 
nilai ekspor mencapai USD 22,41 miliar atau naik 
1,89 persen dibandingkan dengan November 
2023," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan 
Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers 
pengumuman Ekspor-impor Desember 2023, Senin 
(15/1/2024). 

Pudji Ismartini, merinci, untuk ekspor 
nonmigas tercatat USD 20,93 miliar atau naik 
sebesar 1,06 persen, jika dibandingkan bulan 
sebelumnya USD 20,72 miliar. 

Sementara untuk ekspor migas mencapai 
USD 1,48 miliar atau naik sebesar 15,28 persen 
dibandingkan bulan sebelumnya sebesar USD 1,28 
miliar. 

"Kenaikan ekspor migas sebesar 15,28 
persen didorong oleh peningkatan nilai ekspor 
hasil minyak yang naik 78,67 persen dibandingkan 
bulan sebelumnya," ujarnya. 

Adapun kenaikan nilai ekspor Desember 
2023 ini didorong oleh peningkatan ekspor 
nonmigas, terutama pada golongan barang bahan 
bakar mieral yang naik sebesar 10,07 persen; dan 
bijih logam, perak dan abu naik 37,37 persen. 

Lebih lanjut, ekspor nonmigas Desember 
2023 terbesar adalah ke Tiongkok sebear USD 5,77 
miliar, disuusl Amerika Serikat USD 2,07 miliar, dan 
India USD 1,83 miliar. 
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Secara kumulatif, nilai ekspor 
Indonesia Januari-Desember 2023 mencapai USD 
258,82 miliar atau turun 11,33 persen dibanding 
periode yang sama tahun 2022.  

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) 
akan mengumumkan Perkembangan Ekspor dan 
Impor, hingga neraca perdagangan 
Indonesia periode Desember 2023, hari ini Senin 
(15/1/2024). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Ekonom Bank Permata Josua 

Pardede memproyeksikan surplus neraca 

perdagangan akan berlanjut di bulan Desember 
2023, meskipun dengan nilai yang menurun. 

"Neraca perdagangan diperkirakan surplus 
USD 2,00 miliar, turun dari surplus USD2,41 miliar 
pada bulan November 2023. Dengan 
demikian,neraca perdagangan sepanjang tahun 
2023 diperkirakan berkisar USD35,63 miliar, lebih 
rendah dari surplus perdagangan tahun 2022 
sebesar USD54,46 miliar," kata Josua Pardede 
kepada Liputan6.com. 

Disisi lain, menurutnya meskipun harga 
komoditas relatif stabil di bulan Desember 2023, 
terutama komoditas ekspor utama seperti batu 
bara dan CPO, PMI manufaktur mitra dagang utama 
Indonesia menunjukkan penurunan, 
mengindikasikan perlambatan permintaan global. 

Josua juga memperkirakan ekspor bulan 
Desember 2023 mengalami kontraksi -7,61 persen 
yoy, dibandingkan dengan -8,56 persen yoy pada 
bulan sebelumnya. Oleh karena itu, kinerja ekspor 
untuk sepanjang tahun 2023 diperkirakan -11,48 
persen yoy, dibandingakan laju pertumbuhan 
ekspor tahun 2022 yang tercatat 26,05 persen yoy. 
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Banjir Susu Impor dan Nasib Peternak Sapi Perah 
Rakyat yang Merana 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Kebutuhan susu dalam negeri semakin 

bertambah dari tahun ke tahun. Data terbaru, 
kebutuhan rata-rata susu di Indonesia sudah 
mencapai 4,4 juta ton per tahun. Ironisnya, 
peternak susu sapi perah lokal hanya bisa 
memenuhi sekitar 20 persen saja. Sementara 
sisanya sebesar 80 persen susu dipenuhi dari 
impor (susu impor).  

Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah 
Indonesia (APSPI), Agus Warsito, mengatakan salah 
satu masalah utama peternak sapi perah lokal tidak 
bisa berkembang karena pemerintah tidak 
memberikan proteksi dari membanjirnya susu 
impor dari luar. Yang jadi masalah, susu impor dari 
luar negeri selama ini nyaris seluruhnya berbentuk 
susu skim atau bubuk kering. Dari sisi harga susu 
impor ini memang jauh lebih murah dibandingkan 
susu segar yang dihasilkan peternakan lokal.  

 "Kita senang saja bersaing kalau yang 
diimpor susu segar cair. Tapi yang terjadi, susu 
impor itu susu skim. Rakyat kita selama ini dijejali 
dengan produk susu skim bubuk," beber Agus saat 
dihubungi pada Rabu (24/1/2024).  

Impor susu dalam bentuk skim sangat 
beralasan, karena dalam susu bubuk memudahkan 
dalam pengiriman. Namun di sisi lain, susu dalam 
bentuk kering tentunya mengorbankan kualitas 
karena hilangnya nutrisi yang dikandungnya.  

"Memang jadi efisien (susu skim impor). 
Tapi jatuhnya di sisi lain kualitasnya turun jauh. 
Karena susu yang awalnya cair (di negara asal) 
dikeringkan dengan pemanasan berkali-kali supaya 
jadi skim," ungkap Agus.  

"Kemudian setelah jadi bubuk, dikirim ke 
Indonesia, oleh pabrik-pabrik susu di sini dicairkan 
lagi dengan pemanasan lagi. Artinya susu kembali 
mengalami proses pemanasan lagi berkali-kali. 
Otomatis nilai gizinya turun drastis, tinggal 40-45 
persen saja," kata dia lagi.  

Susu RI Masih Impor Agus yang juga 
menjabat Ketua Koperasi Susu Andini Luhur 
Kabupaten Semarang ini berujar, banyak pabrik 
susu di Indonesia kemudian mencampur lagi susu 
skim yang sudah dicairkan melalui ultra proses 
dengan air. Imbasnya, kualitas susu lagi-lagi 
merosot. 

 "Sudah mengalami ultra proses berkali-
kali, lalu masih dicampur air, lalu dijual mahal oleh 
pabrik susu di sini. Jadi ibaratnya banyak orang 
Indonesia realita sebenarnya minum air tapi rasa 
susu," ucap dia.  

Agus secara blak-blakan menyebut, banyak 
susu dalam UHT (ultra high temperature) kemasan 
yang dijual di Indonesia komposisinya malah lebih 
dominan airnya dibanding susunya.  

"Makanya anak-anak penduduk Indonesia 
konsumsi susunya setiap tahun naik, tapi tumbuh 
(badannya) tidak maksimal. Karena yang diminum 
bukan susu segar seperti di negara lain," tutur 
Agus. 

 "Anak-anak kita di perkotaan, itu 
mengonsumsi susu bubuk yang dicairkan lagi, lalu 
dikasih air. Konsumsi susu per kapita orang 
Indonesia memang sudah 16-17 liter per tahun. 
Tapi ingat, itu bukan susu segar," bebernya lagi. 

Di negara yang jadi pengekspor susu, 
masyarakatnya mengkonsumsi susu segar, bukan 
susu olahan, terlebih yang dicampur dengan air. Itu 
sebabnya, susunya pun jauh lebih berkualitas 
dibandingkan susu yang banyak beredar di 
Indonesia.  

"Kalau di negara-negara yang dia mengolah 
susu segar, pertumbuhan anak-anak yang 
mengonsumsi susu segar lebih bagus, 
kecerdasannya juga bagus, sementara negara kita 
dijejali susu skim," kata Agus. 
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Pembatasan Impor Diyakini Bikin Barang Ilegal 
Kian Marak 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat 
Belanja (APPBI) Alphonzus Widjaja, 
khawatir pembatasan impor, khususnya produk 
fashion merek global dapat membuat keran impor 
barang ilegal semakin terbuka lebar. 

Alphonzus mengatakan, tanpa disadari 
rencana pembatasan impor ini bisa mengancam 
industri usaha ritel di Indonesia. 

Meskipun tujuan Pemerintah untuk 
melindungi produk dalam negeri, justru yang paling 
mengancam adalah impor barang ilegal. 

Hal itu disampaikan Alphonzus dalam 
konferensi pers Rvisi Kebijakan & Pengaturan 
Impor dan maraknya Penjualan Produk Impor yang 
Ilegal, Produk Bekas (Illegal Thrifting) APRINDO 
dan APPBI, di Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta 
Selatan, Kamis (18/1/2024). 

"Yang menganggu produk lokal adalah 
barang-barang ilegal. Banyak barang-barang ilegal 
di online maupun masuk langsung seperti barang 
bekas yang menggangu barang lokal. Pemerintah 
bukannya mengatasi barang ilegal malah 
membatasi impor," kata Alphonzus. 

Lanjut Alphonzus, pengusaha pusat 
perbelanjaan sangat menyayangkan pembatasan 
impor yang akan diterapkan Pemerintah tersebut. 

Sebab, pelaku usaha ritel, khususnya sektor 
fesyen akan mengalami kesulitan. Padahal, 
mekanisme impor yang dilakukan peritel itu resmi. 

"Sekarang direncanakan akan dipersulit 
barang-barang impor resmi ini, tetapi yang terkena 
sebetulnya pelaku usaha peritel yang mereknya 
jelas, proses impornya jelas, membayar pajaknya 
secara jelas, justru ini dibatasi," ujarnya. 

APPBI pun menilai, adanya pembatasan 
impor tersebut akan membuat impor barang ilegal 
semakin membanjiri Indonesia. Seharusnya, 
Pemerintah mengatasi impor barang ilegal, 
bukannya membatasi impor resmi. 

"Yang kami khawatirkan adalah 
pembatasan impor ini dilakukan masif, sedangkan 
barang impor dibatasi yang akan terjadi produk 
ilegalnya akan semakin membanjiri masuk ke 
Indonesia," katanya. 

"Kalau ini terjadi yang terganggu bukan 
hanya pelaku peritel merek global tapi produk 
lokalnya juga terganggu karna semakin banjirnya 
produk impor ilegal dan yang akan terkena bukan 
hanaya UMKM tapi peritel dalam negeri pun 
terkena, ini yang kami khawatirkan," sambung 
Alphonzus. 

https://www.liputan6.com/tag/pembatasan-impor
https://www.liputan6.com/tag/impor
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Lagi Rajin Ekspor, RI Tolak Mentah-Mentah 
Daging Ayam & Telur Impor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meski Indonesia kerap dijegal oleh Uni 

Eropa dan telah dinyatakan kalah oleh Organisasi 
Perdagangan Dunia (WTO), Kementerian Pertanian 
(Kementan) memastikan tidak ada satu kilogram 
(kg) pun daging ayam ataupun telur ayam segar 
yang bocor masuk dari luar negeri. 

"Alhamdulillah sampai dengan saat ini, 
walaupun kita kalah di WTO, kita tidak pernah 
kemasukan sekilo pun daging ayam atau telur ayam 
segar dari luar negeri," kata Direktur Perbibitan 
dan Produksi Direktorat Jenderal Peternakan dan 
Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda dalam 
Seminar Perunggasan di IICC Botani Square, Bogor, 
Rabu (24/1/2024). 

Tentunya, lanjut dia, hal itu menjadi 
prestasi bagi Indonesia dan harus tetap 
dipertahankan. Untuk itu, menurutnya isu over 
supply yang tengah terjadi sekarang ini seharusnya 
menjadi manfaat bagi Indonesia. 

"Bukan hanya memproteksi kita dari 
masuknya daging ayam dari luar, tapi yang paling 
penting lagi bagaimana industri ini menyediakan 
sumber protein hewani yang terjangkau bagi 
masyarakat kita yang saat ini masih 
membutuhkan," ujarnya. 

Tak hanya itu, Agung mengatakan industri 
perunggasan telah menjadi salah satu penghasil 

devisa negara, di mana nilai ekspor produk 
peternakan Januari-Juli 2023 senilai US$ 790,7 juta 
atau setara dengan Rp12,4 triliun (asumsi kurs 
Rp15.712/US$). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Subsektor peternakan ini menjadi 

penghasil devisa negara. Ekspor kita sudah 
mengalami peningkatan, nilainya sekitar 9,56% dan 
volumenya 15,36% lebih tinggi dibandingkan tahun 
2022," ungkapnya. 

Agung menyebut produk peternakan 
Indonesia saat ini telah berhasil menembus 
beberapa negara yang sebelumnya sangat sulit 
untuk diekspor produk unggas, salah satunya 
Singapura. 

"Dan kita juga sudah lama masuk jepang," 
lanjutnya. 

"Ini merupakan bukti bahwa industri 
perunggasan kita sebetulnya sudah siap untuk bisa 
bersaing di tingkat global. Dan masalah yang kita 
hadapi harus sama-sama kita selesaikan, karena 
pemerintah tidak mungkin bisa menyelesaikan 
masalah ini sendiri, tentu harus ada kolaborasi 
bersama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan 
paling penting adalah bagaimana masalah ini bisa 
diselesaikan oleh pelaku perunggasan itu sendiri," 
pungkasnya. 
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Permenperin Terbaru Berisiko Bikin RI 
Kebanjiran Impor Baja 

 
JAKARTA - Indonesian Iron & Steel Industry 

Association (IISIA) mencatat sejumlah celah pada 
aturan terbaru teknis impor besi dan baja yang 
berpotensi memicu kebanjiran barang impor di 
pasar domestik.  Hal ini merujuk pada Peraturan 
Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 1/2024 
tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis 
Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk 
Turunannya. 

Chairman IISIA Purwono Widodo 
mengatakan beleid tersebut tidak lagi mewajibkan 
neraca penyediaan dan permintaan baja nasional 
sebagai bahan pertimbangan teknis untuk 
penerbitan Persetujuan Impor (PI).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Hal ini berpotensi meningkatkan impor 

jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang lebih 
ketat," kata Purwono kepada Bisnis, Jumat 
(26/1/2024).   

Dalam pasal 14 ayat (3) pertimbangan 
teknis paling sedikit memuat rincian data dan 
informasi mengenai identitas pelaku usaha, pos 
tarif/harmonized system, uraian barang berupa 
jumlah hingga spesifikasi, negara muat barang, 
pelabuhan tujuan impor, tanggal penerbitan dan 
masa berlaku pertimbangan teknis, dan jabat nama 
dan jabatan pejabat yang menerbitkan 
Pertimbangan Teknis.  

Untuk itu, pihaknya meminta agar neraca 
kemampuan pasokan dan kebutuhan industri baja 
nasional menjadi dasar penerbitan Pertimbangan 
Teknis untuk memastikan produk yang sudah dapat 
diproduksi dalam negeri tidak lagi diimpor.  

"Kami berharap agar neraca komoditas 
industri baja nasional dapat segera difinalisasi," 
ujarnya.  

Terlebih, beleid tersebut memperbarui 
kategori pelaku usaha yang dapat mengajukan 
pertimbangan teknis dengan Angka Pengenal 
Impor Produsen (API-P) dan Angka Pengenal 
Produsen Umum (API-U).   

Dalam Permenperin terbaru ada 5 
kelompok yang dapat mengajukan izin impor gakni 
Perusahaan Industri, Perusahaan Jasa Industri, 
Perusahan Non Industri pemilik API-P, Perusahaan 
Non Industri pemilik API-U dan PBBB (Pusat Bahan 
Baku dan/atau Bahan Penolong Besi atau Baja.  Di 
sisi lain,  

Purwono mengapresiasi bahwa beberapa 
jenis barang yang sudah dapat diproduksi produsen 
dalam negeri sudah dihapuskan dalam lampiran 
beleid tersebut.  Hal ini dinilai dapat meningkatkan 
penggunaan produk baja dalam negeri dengan 
mengacu kepada kemampuan pasokan produsen 
baja nasional.  

"Dari perspektif kami, Permenperin sudah 
mencakup kebutuhan baja nasional dengan 
mengedepankan penggunaan produk baja 
nasional," tuturnya.  Kendati demikian, 
Permenperin tersebut harus diiringi dengan aturan 
neraca komoditas untuk melindungi industri baja 
nasional dengan cara pemberian persetujuan impor 
hanya dilakukan atas produk baja yang tidak dapat 
diproduksi dalam negeri saja.   

"Sehingga terjadi peningkatan produksi 
dalam negeri dan utilisasi kapasitas serta dapat 
menjadi dasar pembangunan industri baja nasional 
yang kuat," pungkasnya.  

  
. 
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PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN2024 

TENTANG 
TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PANDUAN DAN PRODUK 

TURUNANNYA 

 
Menimbang : 
a. bahwa untuk rnendukung stabilitas industri baja 

nasional dan peningkatan kualitas produk baja 
dalam negeri yang menggunakan besi atau baja, baja 
paduan, dan produk turunannya serta untuk 
meningkatkan penggunaan besi atau baja, baja 
paduan, dan produk turunannya dari dalam negeri 
sebagai barang modal, bahan baku darr/atau bahan 
penolong untuk keperluan industri, serta barang 
konsumsi, dan komoditas selain yang digunakan 
sebagai barang modal, bahan baku danfatau bahan 
penolong untuk keperluan industri, perlu mengatur 
ketentuan mengenai pemberian pertimbangan 
teknis atas impor komoditas dimaksud; 

b.  bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 
Tahun 2019 ten tang Pertimbangan Teknis Impor 
Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 
2019 ten tang Pertimbangan Teknis Impor Besi atau 
Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan 
kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian 
tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis 
Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk 
Turunannya; 

Mengingat : 
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nornor 166, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4916);  

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6891); 

5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254); 

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 
2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 384); 

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 
2023 mtentang Kebijakan dan Pengaturan Impor 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 981); 

 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI  
PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN 
PERTIMBANGANTEKNIS IMPOR BESI ATAUBAJA, 
BAJAPADUAN,DANPRODUKTURUNANNYA 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Besi atau Baja adalah produk dari peleburan besi 

karbon atau baja dengan sejumlah unsur paduan 
dan unsure pengotor lebih Ianjut, darr/atau barang 
yang dihasilkan dari produk tersebut. 

2. Baja Paduan adalah produk dari peleburan baja yang 
mengandung satu unsur atau lebih bahan paduan. 

3. Produk Turunan Besi atau Baja dan Baja Paduan 
yang selanjutnya disebut Produk Turunannya adalah 
produk hasil proses lebih lanjut Besi atau Baja dan 
Baja Paduan dalam bentuk dasar berupa batangan 
atau lembaran atau hasil proses perakitan atau 
penggabungan hasil proses lebih lanjut dari Besi 
atau Baja dan Baja Paduan dalam bentuk dasar. 

4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke 
dalam daerah pabean. 

5. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang 
digunakan sebagai perizinan di bidang Impor 

6. Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja 
Paduan, dan Produk Turunannya yang selanjutnya 
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disebut Pertimbangan Teknis adalah surat 
pertimbangan teknis yang digunakan sebagai 
persyaratan untuk mendapatkan persetujuan impor 
Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk 
Turunannya. 

7. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun 
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak 
bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat 
dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, 
digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau 
pelaku usaha. 

8. Bahan Baku adalah bahan mentah, Barang 
setengahjadi, atau Barang jadi yang dapat diolah 
menjadi Barang setengah jadi atau Barang jadi yang 
mempunyai nilai ekonomiyang lebih tinggi. 

9. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan 
sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk 
menghasilkan produk yang fungsinya sempurna 
sesuai parameter produk yang diharapkan. 

10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan 
usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan 
pada bidang tertentu. 

11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan 
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan 
menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

12. Perusahaan Industri adalah Pelaku Usaha yang 
melakukan kegiatan di bidang usaha industri 
manufaktur yang berkedudukan di Indonesia. 

13. Perusahaan Jasa Industri adalah Pelaku Usaha yang 
melakukan kegiatan di bidang jasa industri yang 
berkedudukan di Indonesia.  

14. Perusahaan Non Industri adalah Pelaku Usaha yang 
melakukan kegiatan se1ain usaha industri 
manufaktur dan jasa industri yang berkedudukan di 
Indonesia. 

15. Pusat Penyedia Bahan Baku dan Zatau Bahan 
Penolong Besi atau Baja, Baja Paduan, dan produk 
turunannya selanjutnya disebut PPBB adalah badan 
usaha yang menyediakan Bahan Baku darr/atau 
Bahan Penolong untuk memenuhi kebutuhan Bahan 
Baku darr/atau Bahan Penolong bagi Industri Kecil 
dan Industri Menengah. 

16. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya 
disebut API-Padalah tanda pengenal sebagai 
Importiryang diberikan kepada Importir yang 
melakukan Impor Barang tertentu untuk 
dipergunakan sendiri sebagai Barang modal, Bahan 
Baku, Bahan Penolong, danj atau bahan untuk 
mendukung proses produksi. 

17. AngkaPengenal Importir Umumyang selanjutnya 
disebut API-U adalah tanda pengenal sebagai 
Importir yang diberikan kepada Importir yang 
melakukan Impor Barang tertentu untuk tujuan 
diperdagangkan atau dipindahtangankan. 

18. Industri Kecil dan lndustri Menengah yang 
selanjutnya disebut IKMadalah Perusahaan Industri 

yang memenuhi kriteria usaha berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

19. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya 
disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan 
mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur 
institusi, sumber daya manusia, basis data, 
perangkat keras dan lunak, sertajaringan 
komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan 
tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, 
pelayanan serta penyebarluasan data darr/atau 
informasi industri. 

20. Sistem INSWyang selanjutnya disingkat SINSW 
adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan 
sistem dan/ atau informasi berkaitan dengan proses 
penanganan dokumen kepabeanan, dokumen 
kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen 
kepelabuhanan Zkebandarudaraan, dan dokumen 
lain, yang terkait dengan ekspor dan/ atau 
Impor,yang menjamin keamanan data dan informasi 
serta memadukan alur dan proses informasi antar 
system internal secara otomatis 

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 

22. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi 
madya yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang 
untuk membina dan mengembangkan industri Besi 
atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya di 
lingkungan Kementerian Perindustrian. 

23. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama 
yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk 
membina dan mengembangkan industri Besi atau 
Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya di 
lingkungan Kementerian Perindustrian 

 
 

Pasal 2 
(1) Pelaku Usaha dapat mengimpor Besi atau Baja, Baja 

Paduan, dan Produk Turunannya setelah 
memperoleh Persetujuan Impor dari kementerian 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perdagangan. 

(2) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sesuai dengan 
daftar pos tarif'/ harmonized system dan uraian 
Barang ebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini 

 

 
BABII 

PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN 
PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN 

Pasal 3 
(1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pelaku Usaha harus 
memiliki Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh 
Menteri 
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(2) PertimbanganTeknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan perubahan. 

(3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan 
PertimbanganTeknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan Pertimbangan Teknis perubahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)kepada 
Direktur Jenderal 

 
Pasal 4 

(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat(1)meliputi: 
a. Perusahaan Industri; 
b. Perusahaan Jasa Industri; 
c. Perusahaan NonIndustri pemilikAPI-P 
d.  Perusahaan NonIndustri pemilikAPI-U;dan 
e. PPBByang akan melakukan impor Besi atau 

Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya. 
(2) Untuk dapat mengajukan permohonan penerbitan 

Pertimbangan Teknis, Pelaku Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1): 
a. Untuk Perusahaan Industri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)huruf a dan Perusahaan 
Jasa Industri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)huruf b: 
1. telah memenuhi komitmen Perizinan 

Berusaha sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

3. telah menyampaikan data industri sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang mengatur mengenai tata 
cara penyampaian data industri, data 
kawasan industri, dan informasi lain melalui 
SIINas; 

b. untuk Perusahaan Industri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a yang masih 
dalam tahap pembangunan: 
1.  memiliki nomor induk berusaha sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

3. telah menyampaikan data industri tahap 
pembangunan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai tata cara penyampaian 
data industri, data kawasan industri, dan 
informasilain melalui SIINas; 

c. untuk Perusahaan Non Industri pemilik API-P 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c: 
1. telah memenuhi komitmen Perizinan 

Berusaha sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

3. telah menyampaikan laporan kegiatan 
usaha secara berkala melalui SIINas setiap 

tanggal 1 Februari dan 1Agustus setiap 
tahunnya; 

d. untuk Perusahaan Non Industri pemilik API-U 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d: 
1. telah memenuhi komitmen Perizinan 

Berusaha sesuai dengan keten tuan 
peraturan perundang-undangan; 

2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan; dan 

3. telah menyampaikan laporan realisasi 
distribusi Besi atau Baja, Baja Paduan, dan 
Produk Turunannya tahun sebe1umnya 
melalui SIINas setiap tanggal1 Februari dan 
1 Agustus; dan 

e. untuk PPBB yang akan melakukan impor Besi 
atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e: 
1. telah ditetapkan sebagai PPBB oleh Menteri 

sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;dan 

2. telah menyampaikan laporan realisasi 
distribusi Besi atau Baja, Baja Paduan, dan 
Produk Turunannya tahun sebelumnya 
melalui SIINas setiap tanggal1 Februari dan 
1 Agustus. 

(3) Kewajiban penyampaian data industri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2)huruf a angka 3, 
dikecualikan bagi perusahaan baru yang belum 
memasuki periode penyampaian data industri. 

 
 

Bagian Kedua 
Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis 

 
Pasal 5 

Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis 
disampaikan secara e1ektronik kepada Direktur Jenderal 
melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas. 
 

Pasal 6 
(1) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis oleh 

Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan: 
a. melakukan pengisian: 

1. rencana produksi yang memuat keterangan 
mengenai: 
a) pos tariff harmonized system; 
b) uraian Barang; 
c) kategori Barang; 
d) spesifikasiteknis Barang; dan 
e) jumlahfvolume dengan satuan yang 

sudah  terstandar; 
2. rencana Impor yang memuat keterangan 

mengenai: 
a) pos tariff harmonized system; 
b) uraian Barang; 
c) standar mutu danf atau spesifikasi 

teknis Barang 
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d) jumlah/volumedengan satuan yang 
sudah terstandar; 

e) negara muat Barang; 
f) pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos 

tarifI harmonized system; dan  
g) waktu pemasukan 

3. realisasi Impor tahun sebelumnya yang 
memuat keterangan mengenai : 
a. nomor surat permohonan sesuai 

dengan SINSW; 
b. nomor dan tanggal permohonan 

PertimbanganTeknis; 
c. nomor dan tanggal Persetujuan Impor 

dari kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perdagangan; 

d. nomor dan tanggal pemberitahuan 
Impor Barang; 

e. negara muat Barang; 
f. pos tarif'/harmonized system; 
g. Uraian Barang; 
h. standar mutu darr/ atau spesifikasi 

teknis Barang; 
i. jumlab /volume dengan satuan yang 

sudah terstandar; dan 

j. pelabuhan tujuan untuk 1 (satu) pos 
tarif'/ harmonized system; 

4. rencana penyerapan Bahan Baku darr/atau 
Bahan Penolong lokal Besi atau Baja, Baja 
Paduan, dan Produk Turunannya yang 
memuat keterangan mengenai: 
a) pos tarif'/harmonized system; 
b) uraian Barang; 
c) standar mutu dan/ atau spesifikasi 

teknis Barang; 
d) identitas supplier, dan 
e) jurnlab/volume dengan satuan yang 

sudah 
f) terstandar; dan 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Januari 2024 
MENTERI PERINDUSTRIAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
AGUS GUMIWANG KARTASASMITA 
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KEGIATAN BPD GINSI JATENG PERIODE 

JANUARI 2024 

1. RAPAT PEMBAHASAN TARIF HADLING DI TPK SEMARANG 

Senin, 15 Januari 2024 diadakan pertemuan antara 

BPD GINSI Jawa Tengah dan DPW ALFI JATENG di 

Kantor TPK Semarang pada pukul 14.00 – selesai. 

Pertemuan kali ini membahas mengenai tarif 

Hadling di TPK Semarng. 

 

 

 

 

 

2. COFFEE MORNING  

Coffe Morning ini diadakan oleh Pangkalan Utama 

TNI AL Semarang pada hari Selasa, 16 Januari 2024. 

 
 

 

 

 

 

3. KUNJUNGAN KE KIB 

Rabu, 17 Januari 2024 BPD GINSI Jawa Tengah 

berserta Stakeholder Pelabuhan Tanjung Emas 

berkunjung ke Kawasan Industri Batang, pada 

kesempatan kali ini menmbahas mengenai kegiatan 

logistik di KIB. 
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